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ABSTHRAK

Camat schagai perangkat dacrah merupakan wnsur staf dacrsh bidang
pemerintahan - daerahnva,  oleh  sebab it a2 berkewsjiban  memimpin
penvelenggaraan dan pelaksanaon pembangonan sena membing kehidupan
masyarakat dalam scgals bidang, Dengan perkataan lain camat sebayai perangkar
doerah merupakan unsur staf daersh administzator kemasyarakatan, Oleh karena
iy kegiatan-kegiatan nstanst vertikal wvang ada di wilayah  kekuasaannya,
Pembinaan wilaval yang dilakukan camal di Kecamatan Koto Tangah prinsipnyva
aclalah umiuk menciptakan ketahaan pasional vang maksimal dan elektf Dalam
pembinaan wilayah sangat diperlukan sualu koordinasi yang baik antara instans
vanz ada di wilayahnys dan juga melakukan pembinzan untvk menggerakkan
parfisipasi masvarakat yvang dipimpinnva. Karena it penulis tertarik wotuk
membet suatu karva ilmiah mengena Peranan Camal Dalam Pembinaan Wilayah
[h Kecamatan Koto Tangah Padang Menurut UL No32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintaban Daerah dapat dirumuskan beberapa permasalaban dianaranya: a),
Bagaimana Pelaksanaan Peranan Camat Dalam Pembinaan Wilsvah di Kecamatan
kote Tagah Padang. b). Apa saz permasalaban vaog dikadapi oleh Camat Koto
Tangah Padang serta Bapaimana mengatasinyva. Dalam penulizan ini metode vang
digunakan adalah penehtian hukuem vondis sosielogis valie penilitian vang
didasarkan data primer atzu data dasar yang & peroleh lingsung ke lapangan
denpan cara wawancara dengan aparatur pemenntahan kantor camat koto tanpah
Padang. kemudian dipaparkan scears deskriptif. Berdasarkan penelitian dapat
disimpulkan bahwa, Pelaksanaan Peranan Camat dalam Pembinaan Wilavah Di
Kecamatan Koto Tangab benjalan secara efekn!. Efektifnya peranan camat dalam
pembinaan wilayah dikarenakan adanyn koordinast vang batk antara instansi yang
ada di wilavalmya dan juga melakukan pembinasn uniuk menggerakkan
pariisipast masyarakal yang dipimpinmya, Semua ind berjalan secara efekiifl i
dukung oleh Perda Mo5G6 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tiegas Pokok dan
Fungsi Organisas Kecamaton,
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PENDAHULUAN

Al Latar Belalang

Negare Republik Indonesia sebapai Negurs Kesatan menganut asas
desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, dengan memberikan
kesempatan dan kelelvasaan  kepuda Dacrali untuk menyvelengearskan
Otonomi Dacrah,

[Palam Pembuiaan Undang-Undang Dasar Neparas Republik Indonesia
Tahun 1945 Juga menjelaskan penvelenggaraan pemerintahan negars pada
hakekatnyva adalah untuk mewujedkan tercapainya cita-cita nasional vait
suatu negars viny merdeka, hersaty, berdaolat, adil dan makmur.

Ca-cita nasional terscbut dirumuoskan lebib rinci dalam Program
Pembangunan Nasions] sebagai tufuan pembangunan nasional adalah

“Unik mewagudsan suate masyarakm adil dan makmur vang merata

dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadsh negars kesaman

Repullik lndonsia yang merdeka berdaulm bersatr dan berkedaulatan

rakvat dalam suasana perikehidupan vang aman temersm terib dan

dinamis serta dalam  lingkungan  peresulan duma vang  merdeka
bersahabat tertib dan aman™ '

[engan bertitik talek pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar MNepara
Republik Indonesia Tahun 1943, antara luin ;

I Negara Ressan Repoblik Indonesia dibagi atas daerah-daersh provinsi

dan dacrah provinsi it dibagi stas kabupaten dan kot vang tisp-tiap

0T 252000, Tentang Program Pembangunaa Masiona] (PROPEMNASY Talua 2000-2004




ja

propinst. kabupaten dan kota ity mempunyai pemerintahan dagrah, sang
digtur dengasn undang-undany.

2o Premerintalan doerah provinsi, dacrah Kabupaten, don kota mengawr dan
rengurus sendicl urusan pemerintahan menurut ases clonomi dan weas
pembantuan

3. Pemermtahan daersh Provinsi, deerah Kabupaten dan kota memiliki
Dewans Perwakilan Rakyst Daerah vang  anpgota-sneectznva dipilib
melalui pemiliban umom

4. Gubernue,  Bupati,  dan Walikomn  masing-masing  sehagai kepala
pemerintahan duerah provinsi,  kabupates dan kets dipilih secars

demokratis

rahn

-~ Pemerimizhan doesah menjalankan atonomi seluas-luasnyva, kecuali urusan
pemerintahan vang “oleh  undeng-undang  ditentukan  sebagai urusan
Pemerintah Fusat

6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peratran daerah dan peraturan-

peraturan bain untuk melaksanakan elonomi dan waas permbanioan

1. Busunan dan tzin cara penyvelenggarasn pemerintahan daerah diator dalam

undang-undang.
Undang-Undang Mo, 5 Tahun 1974 tentang Pokak-Fokak Pemerintahan

i [aerah  menyatakan  berwenang  menyelenggarakan  koordinasi  atas

kegiatan-kepiatan Instansi ventikal dengen dinas-dinas daerzh. baik dalam

pelaksanaan maupun dalam perencensan dan undang-endasg Mo 5 Tahun

|%7%  Tentang  Pemerintahan  Desa yang  bertujuan uniek  mencapai



BALIY

PENUTLUI

AL Kesimpulan
Berdasarkan  hasil can  pembsbasan  sehelumnya  naka  dapa
disimpulkan:

L. Persnan Camatl dalam pembinaan wilavah di Kecamatan Kom Fangakh
Padang berjalan secara efebtil Efektitnya pekerjaan caman dikanengkan
adanva  koordingsi sang bak aotara  instansi-instansi vang  ada i
wilavahnya  dan juga melakukan  pembinsan-pembinaan gk
menggerukkan partisipasi masyarakat vang  dipimpinnsa, Semuoa ini
berjalan secara efebtif di dukung aleh Perda Mo 19 Tahun 2003 tertang
Pembentukan Organisasi dan Tats Kerja Kecamaran Fota Padang,

2. Permasalaban vang dihadapi eleh Camar Koto Fangah Padang adalsh
sehagat instansi vertikal aws dings juwatan lainma, ads seeeiderungan
|1:|.:|.._'ka meruse keberatan dikoordinir aleh Camast didalam pelaksanaan
tugas. pols berpikir vang berolak dari sebagion kepala instansi wang
ditempatkan di Kecamalan vang mengunggap tugasnya atau instansinya
sja vang penting diantara instansi lainnyva, sdanya anggapan dari instansi
vertikal bahwa yang menentukan kondite kepegawaian mereka bukanlah
Camat. tetapi adaloh pasannyva Tangsung, maka dari ite mereka tidak
merasa terikat benar dengan fungsi camal sebagsi koardinator dibidang

pemerintahan di Kecamatan.
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